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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717) 439098
Website: www.dinkesos.babelprov.go.id dan e-mail: dinkesosbabel@yahoo.co.id


	KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	

	NOMOR  : 188.4/ 95 /DINSOSPMD/2023

	

	TENTANG

	


PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN 
PADA  DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan Standar Pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;

	
	
	b.
c.
	bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah bila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217);

	
	
	2.
	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

	
	
	3.
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

	
	
	4.
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tamabahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);

	
	
	 7.
8.

9.

10.

11.


	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 29 Seri E).

	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

	
	
	

	KEDUA
KETIGA
	:
:
	Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :

a. memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan

b. menyampaikan permintaan maaf atas layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	  
	Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal
 09 Mei  2023
KEPALA DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

BUDI UTAMA



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

	Standar Pelayanan
	Jenis Keterlambatan
	Kompensasi
	Keterangan

	Standar Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang, Perizinan Penggunaan Taman Makam Pahlawan Nasional Pawitralaya, Rujukan Ke Panti Anak/Lanjut Usia/Disabilitas/Tuna Sosial dan Gepeng, Pemulangan Orang Terlantar, Pelayanan Penanganan Bencana, Pemberian Bantuan UEP Perorangan, Pengangkatan Anak, Audensi, Fasilitasi Narasumber, Konsultasi, Penyediaan Data dan Informasi, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun, Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Mental Mental Terlantar di Dalam Panti Bina Serumpun, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental di Dalam Panti UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah
	Keterlambatan penyampaian informasi balasan lebih dari 5 hari kerja setelah laporan pengaduan disampaikan  
	Permohonan maaf secara langsung/lisan
	

	
	Keterlambatan penyampaian informasi balasan lebih dari 6 hari kerja setelah laporan pengaduan disampaikan  
	Permohonan maaf secara tertulis
	

	
	Keterlambatan penyampaian informasi balasan lebih dari 7 hari kerja setelah laporan pengaduan disampaikan  
	Permohonan maaf secara tertulis dan prioritas percepatan penyelesaian proses pengangkatan anak
	


	No.
	Pelayanan
	Jenis Keterlambatan
	Kompensasi
	Keterangan

	1.
	Rujukan Ke Panti Anak
	Keterlambatan dari 1 hari kerja
	Permohonan maaf secara langsung/lisan
	Kompensasi dimaksud dihitung sejak Penerima Manfaat ditindaklanjuti

	
	
	Keterlambatan hingga 2 hari kerja
	Permohonan maaf secara tertulis
	

	2.
	Pengangkatan Anak
	Keterlambatan lebih dari 1 tahun 
	Permohonan maaf secara tertulis dan prioritas percepatan penyelesaian proses pengangkatan anak
	Kompensasi dimaksud dihitung sejak berkas permohonan pengangkatan anak yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota


LAMPIRAN :
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